FMUBUNGAN MASYARAKAT
'EPAR‘TE[\./IEN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

GUNTINGAN BERITA

HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA

HALAMAN

@ooc ook
i

BENIR (VDOIVE A

to

Kaltim tolak komposisi
.penawaran saham KPC

JAKARTA (Bisnis): DPRD
Kaltim diketahui menolak
besaran komposisi saham
yang ditawarkan pemerin-
tah pusat kepada Pemprov
Kalimantan Timur dalam
proses divestasi PT KPC.

Penolakan tersebut me-
rupakan hasil keputusan ra-
pat paripurna khusus yang
diselenggarakan oleh DPRD
Kaltim pada Rabu Malam.

Sebelumnya pemerintah
mengumumkan secara resmi
penawaran 51% saham PT
Kaltim Prima Coal (KPC).
Dari seluruh saham yang di-
tawarkan tersebut, Pemprov
Kaltim dan Pemkab Kutai
Timur mendapatkan alokasi
saham 31%, sedangkan sisa-
nya berada di tangan
pemerintah pusat.

Melalui surat DPRD No.
16/2002 yang ditandatangai
oleh Wakil ketua DPRD Kal-
tim Kasyful Anwar As’ad,
DPRD Kaltim secara resmi
memutuskan: Pertama, me-
nolak keinginan pemerintah
pusat untuk mengambil 20%
saham yang ditawarkan dan
memberikan 31% untuk dae-
rah. :

Kedua, divestasi 51% sa-
ham harus ditawarkan kepa-
da Pemprov Kaltim dan Pem-
kab Kutai Timur (masya-
rakat Kaltim). Ketiga, sela-
ma tuntutan 51% belum ter-

penuhi, maka seluruh ke-
giatan operasional/pengapa-
lan harus dihentikan (status
quo).

Keempat, segala kerugian
yang diakibatkan penyetopan
produksi dan pengapalan
menjadi tanggung jawab PT
KPC. Kelima, kepada semua
pihak yang terkait dapat ja-
lankan keputusan ini serta
tidak bertindak anarkis.

Menurut Chairul Fuad,
wakil ketua DPRD Kaltim
ketika dihubungi Bisnis Rabu
malam mengatakan keputu-
san resmi keluar dari rapat
paripurna khusus.

Upayakan 51%

Jadi, lanjutnya, seyogianya
pemerintah pusat memper-
timbangkan kembali kepu-
tusan jumlah pembagian sa-
ham kepada pemprov dan
pemkab tersebut. “Kami su-
dah memutuskan untuk me-
rebut kembali 51% saham
KPC tersebut,” tuturnya.

Menurut dia, sebelumnya
pemerintah melalui Menteri
Energi dan Sumber Daya Mi-
neral memutuskan untuk ti-
dak membeli saham KPC, ta-
pi mengapa saat ini tiba-tiba
muncul keinginan untuk me-
ngambil saham tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Kal-
tim H. Sukardi Jarwo Putro
yang dihubungi Bisnis dari

Balikpapan mengemukakan
surat keputusan DPRD Kal-
tim itu merupakan cermin
penolakan rakyat Kaltim
atas sikap semena-mena dan
sepihak dari pemerintah pu-
sat dalam menyelesaikan di-
vestasi 51% saham KPC.

“Keputusan pemerintah
pusat itu sungguh sudah me-
lukai hati rakyat Kaltim dan
sekaligus cerminan ketidak-
sungguhan pemerintah men-
jalankan otonomi daerah,”
katanya kemarin.

Menjawab pertanyaan atas
upaya yang akan dilakukan
DPRD Kaltim yang akan
menghentikan kegiatan ope-
rasional dan pengapalan per-
usahaan tambang batu bara
tersebut, Deputy Director
External Relations Rio Tinto
(pemegang saham KPC),
Anang R. Noor, menuturkan
situasi tersebut dimungkin-
kan terjadi.

Sementara itu, majelis ha-
kim Pengadilan Negeri Ja-
karta Selatan, secara resmi
membacakan penetapan pen-
cabutan gugatan perdata
yang diajukan Pemprov Kal-
tim. '

Surat permohonan yang
dibaca majelis hakim terse-
but telah disetujui oleh kuasa
hukum PT Kaltim Prima
Coal yakni Todung Mulya
Lubis. (04/0)



